
BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT
KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR 561 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan
negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali
Mandar perlu adanya upaya pengendalian terhadap
penerimaan maupun pemberian Gratifikasi sebagai
perwujudan dari integritas pegawai di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1)
dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018
tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, perlu
membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
dengan Keputusan Buipati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas zndang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

SALINAN



3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5698);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi
Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);



12. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka
Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali
Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

Memperhatikan: Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Polewali Mandar (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gratifikasi yang di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran
Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
a. mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan

kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung
penerapan pengendalian gratifikasi;

b. menerima, menganalisa dan mengadministrasikan
laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari
Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara;

c. meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK;
d. melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara

periodik kepada KPK;
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan Gratifikasi dan

usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada
pimpinan instansi;

f. melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada pihak
internal dan eksternal instansi;

g. melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi
kewenangan instansi;

h. melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan
pemberian gratifikasi; dan

i. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan
pengendalian gratifikasi bersama KPK.

KETIGA : TPG berkedudukan di Inspektorat Kabupaten Polewali
Mandar dan bertanggungjawab kepada Bupati Polewali
Mandar.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Tahun Anggaran



2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 November 2020

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

`

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 November 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR :561 TAHUN 2020
TANGGAL : 24 NOVEMBER 2020

SUSUNAN TIM KEANGGOTAAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

No. Nama Jabatan Kedinasan Jabatan dalam
Tim

1. H.Andi Ibrahim Masdar Bupati Penasehat

2. H. Muh. Natsir Rahmat Wakil Bupati Pembina

3. Ir. Bebas Manggazali, M.Si Sekretaris Daerah Pengarah

4. H. Ahmad Saifuddin, SH.,MM Inspektur Ketua

5. Januari , S.Sos., M.Si Sekretaris Inspektorat Sekretaris

6. Masri Usman, SH., M.Si Kabag. Hukum Setda Anggota

7. Agung Arif, S.IP.,M.Si Irbanwas LTD Anggota

8. H. Arifin Yambas, S.Sos.,MM Irbanwas Kec. & Desa Anggota

9. Basri Bagu, SP.,MM Irbanwas Setda, DPRD
dan Penanganan kasus Anggota

10. Ahmad Rauf, S.Sos.,MT Irbanwas Dinas-Dinas Anggota

11. Marsyan, ST Staf Insektorat Anggota

12. Ridwan, SST Staf Inspektorat Anggota

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR
Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 25 November 2020

KEPALA BAGIAN HUKUM

MASRI USMAN, SH, M.Si
Pangkat : Pembina TK. I
NIP : 19630420 198503 1 013
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